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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan
inovatif dibutuhkan upaya penataan di bidang
kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian,;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan dan
penyempurnaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan
kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a
berbasis pada kinerja sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
diperlukan pedoman analisis jabatan Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Aparatur
Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
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Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2015 Nomor 84);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011
tentang Pedoman Analisis Jabatan;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
Jabatan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 186);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan analisis jabatan aparatur sipil negara

dimaksudkan sebagai acuan atau panduan bagi unit kerja di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

untuk menyusun:

a.

pembinaan kepegawaian dan penataan kelembagaan
serta ketatalaksanaan; dan
evaluasi kebijakan pembinaan kepegawaian dan

penataan kelembagaan, serta ketatalaksanaan.

Pasal 2
Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 terdiri atas:
a. pendahuluan;
b. konsep dasar;
c. tahap pelaksanaan;
d. format hasil; dan
e. penutup.
Pedoman Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Pasal 3
Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia wajib menyusun analisis jabatan
aparatur sipil negara sesuai dengan kebutuhannya.
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia bertanggung jawab
terhadap penyusunan analisis jabatan aparatur sipil

negara di lingkungan unit kerjanya.
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Penyusunan analisis jabatan aparatur sipil negara
dilakukan berdasarkan karakteristik pekerjaan yang ada

di setiap unit kerja.

Pasal 4
Penyusunan analisis jabatan fungsional berpedoman
pada hasil analisis jabatan yang dilakukan oleh instansi
pembinanya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal hasil analisis jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum tersedia dan/atau belum dilakukan
oleh instansi pembina, unit kerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib
menyusun analisis  jabatan fungsional setelah
berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki jenis
jabatan fungsional yang sama.
Berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), unit kerja yang membidangi urusan
penataan ketatalaksanaan melakukan koordinasi dengan

instansi pembina jabatan fungsional yang bersangkutan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini  mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 6 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAKEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang Dbaik (good governance) Dengan
dilaksanakannya reformasi birokrasi tersebut, dapat menciptakan
birokrasi pemerintah yang bersih, profesional, efektif dan efisien.
Reformasi Birokrasi merupakan langkah strategis membangun sumber
daya aparatur negara yang memiliki daya guna dan hasil guna yang
profesional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor.5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Untuk itu, reformasi birokrasi harus dimulai dari penataan
dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, dengan
berbasis pada hasil pelaksanaan analisis jabatan. Dalam bidang
kelembagaananalisis jabatan dilakukan untuk mewujudkan visi dan
misi organisasi menjadi kinerja nyata, dalam bidang ketatalaksanaan,
analisis jabatan dilakukan untuk mempercleh informasi tentang
karekteristik pekerjaan yang ada yang dapat digunakan untuk dapat
menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kualitas maupun
kuantitas, tepat dan proporsional pada setiap unit kerja. Sementara
dalam bidang kepegawaian, analisis jabatan bermanfaat antara lain
untuk perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka disusunlah pedoman analisis

jabatan, sebagai acuan yang dapat memberikan kemudahan bagi
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pejabat dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya di

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

Maksud dan Tujuan
Maksud dari pedoman ini adalah untuk memberikan

panduan/acuan dalam melakukan analisis jabatan sebagai dasar dalam

pelaksanaan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
kepegawaian. Adapun tujuannya adalah:

1. untuk membantu dan memudahkan unit kerja di lingkungan
Kementerian Hukum dan HAM, dalam melaksanakan analisis
jabatan dengan format-format data dan langkah yang akan
dilakukan, termasuk dalam perumusan hasil analisis jabatan
untuk penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;

2 agar masing-masing unit kerja memperoleh kesamaan pengertian,
bahasa dan penafsiran sehingga dalam melaksanakan analisis
jabatan dapat lebih efektif dan efesien, sesuai dengan ketentuan
yvang berlaku;

3. membantu unit kerja dalam melakukan penataan kepegawaian
yvang sckaligus memberikan umpan balik bagi penyempurnaan

organisasi dan tata kerja.

Ruang Lingkup
Pedoman ini digunakan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dilingkungan
Kementerian Hukum dan HAM. Isi pedoman meliputi Pendahuluan,

konsep dasar, tahapan pelaksanaan, format hasil dan penutup.
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BAB II
KONSEP DASAR

A. Pengertian

1.

Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk
memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan
disajikan untuk kepentingan program = kepegawaian serta
memberikan umpan balik bagi organisasi, tatalaksana, dan
kepegawaian

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak secorang Aparatur Sipil Negara dalam
suatu satuan kerja;

Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik
jabatan, seperti nama jabatan, kode jabatan, unit organisasi,
kedudukan dalam struktur, ikhtisar jabatan, uraian tugas, hasil
kerja, bahan kerja, perangkat/alat kerja, fungsi kerja, tanggung
jawab jabatan, wewenang jabatan, nama jabatan yang berada
dibawah jabatan ini, korelasi, kondisi lingkungan kerja, resiko
bahaya, serta syarat jabatan;

Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh
seseorang untuk menduduki suatu jabatan. Syarat jabatan
merupakan tuntutan kemampuan kerja yang ditunjukan dengan
keahlian atau keterampilan kerja yang diidentifikasi dari pemilikan
pengetahuan kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan
kemampuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik;

Peta jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara
vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan tugas,
dan tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan. Peta jabatan
menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya
dalam unit kerja;

Formasi jabatan adalah jumlah dan susunan jabatan dalam suatu
unit kerja menurut jenis dan peringkat yang diperlukan untuk
pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan secara
efektif dan efesien. Formasi jabatan disebut juga sebagai jumlah dan
susunan jabatan karier yang diperlukan dalam suatu satuan

organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam
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jangka waktu tertentu.

Aspek Yang Dianalisis

Analisis jabatan pada hakekatnya adalah pelaksanaan pekerjaan yang
menjabarkan tugas dan fungsi yang ada di setiap unit kerja. Penjabaran
tugas dan fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas jabatan oleh semua
pegawai yang berada di unit kerjanya.

Pejabaran tugas dan fungsi terlihat pada pelaksanaan tugas jabatan oleh
semua pegawai yang berada di unit kerja tersebut. Selain itu, aspek lain
vang dianalisis antara lain adalah bahan-bahan dan alat yang
dipergunakan, hasil kerja, wewenang, tanggung jawab, hubungan kerja,

resiko serta persyaratan jabatan.

Data dan Sumber Data

1. Data
dalam menganalisis jabatan diperlukan berbagai macam data. Data
yang utama adalah tugas dan fungsi yang terkandung dalam
Organisasi dan Tata kerja Kementerian Hukum dan HAM yang
berlaku bagi pemangku jabatan

2. Sumber Data

Data yang digunakan bersumber dari:

a. Para pimpinan unit kerja;

b. Para pegawai;

c. keputusan maupun peraturan yang terkait dengan organisasi
dan tata kerja;

d. laporan pelaksanaan pekerja;

e. literatur atau referensi yang berkaitan dengan upaya

pencapaian visi dan misi serta tugas dan fungsi organisasi.

Hasil Analisis Jabatan

Hasil analisis jabatan berupa:

1. Uraian jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi,
dan jabatan fungsional.;

2. Spesifikasi jabatan atau persyaratan jabatan yang harus dipenuhi
oleh seorang pegawai untuk menduduki suatu jabatan

3. Sebagai pedoman/petunjuk untuk melaksanakan pekerjaan dalam

suatu jabatan tertenu;
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4. Peta jabatan yang berupa bentangan seluruh jabatan baik struktural
maupun fungsional, sebagai gambaran menyeluruh bagi jabatan
yang ada dalam unit organisasi atau dalam instansi;

5. Sebagai bahan penyempurnaan dan penataan organisasi,

tatalaksana dan kepegawaian.
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BAB III
TAHAP PELAKSANAAN

Pelaksanaan analisis jabatan dilakukan melalui beberapa
tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan di lapangan dan penetapan
akhir. Persiapan berupa pembentukan Tim Analisis Jabatan dan
pemberitahuan kepada pimpinan unit kerja. Pelaksanaan lapangan yaitu
Pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan penyempurnaan
hasil olahan.

Sedangan kegiatan penetapan hasil akhir berupa penyajian hasil
dan pengesahan. Tahapan tersebut dapat disesuaikan dengan
kebutuhan msing-masing instansi misalnya instansi yang telah memiliki
Tim Analisis Jabatan, maka dapat langsung dilakukan kegiatan
lapangan.

Namun bagi instansi yang belum memiliki tenaga analisis jabatan,
sebaiknya membentuk Tim Analisis Jabatan terlebih dahulu. Hal
tersebut dimaksud agar hasil yang akan dicapai memenuhi standar

dalam analisis jabatan.

Berikut Tahapan dalam Kegiatan Analisis Jabatan

A. Persiapan

1. Pembentukan Tim Analisis
Dalam pelaksanaan analisis jabatan perlu dibentuk sebuah
tim yang akan menjadi pelaksana. Tim Analisis Jabatan,
anggota tim adalah para pegawal yang ditunjuk yang
sebaiknya mewakili unit kerja yang akan dianalisis.
Sebelum melaksanakan kegiatan analisis jabatan, para
pegawai yang akan dibentuk menjadi tim hendaknya dibekali
terlebih dahulu dengan pelatihan analisis jabatan. Pelatihan
dimaksud agar pegawai yang ditunjuk menjadi anggota tim
memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis
jabatan. Selanjutnya tim analisis jabatan perlu ditetapkan
dengan surat keputusan.

2. Pemberitahuan Kepada Pimpinan Unit
Sebelum pelaksanaan analisis jabatan sampai pada tahap
kegiatan di lapangan, maka pimpinan unit yang unitnya akan
dianalisis perlu diberitahu terlebihi dahulu. Pemberitahuan

hendaknya berisi tentang tujuan, jadwal pelaksanaan dan
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bantuan peran serta pimpinan unit beserta pegawainya
sebagai narasumber. Hal tersebut perlu dilakukan agar
pelaksanaan analisis jabatan memperoleh dukungan dari unit

kerja.

Pelaksanaan Lapangan

1.

Pengumpulan Data
Kegiatan awal analisis jabatan adalah mengumpulkan data
jabatan. Pengumpulan data jabatan tersebut dapat dilakukan
dengan cara:
a. Menggunakan Daftar Pertanyaan
Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan yaitu
dengan cara responden memberikan jawaban pada daftar
pertanyaan yang diberikan.
Pelaksanaannya adalah:
1) Menyebarkan daftar pertanyaan analisis jabatan
kepada responden
2) memberikan penjelasan kepada responden tentang isi
daftar pertanyaan yang diberikan, dengan memberikan
pengertian, penjelasan agar mempermudahkan untuk
menjawabnya;
3) Pengisian daftar pertanyaan oleh responden
4) pengevaluasian hasil dari responden
S5) dalam penetapan responden harus pegawai yang
menguasai pekerjaan dan dapat mewakili pegawai
yang lainnya. daftar pertanyaan sebaiknya disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi instansinya.
b. Wawancara
wawancara merupakan tanya jawab antara pewawancara
dengan responden, dengan bertatap muka langsunguntuk
menanyakan seluk beluk pekerjaan yang dilakukannya.
c. Pengamatan Langsung
Pengamatan langsung adalah melihat langsung Pegawai
yang sedang melakukan pekerjaannya.
d. Referensi
Referensi adalah buku atau dokumen yang dapat

memberikan informasi tentang pekerjaan.
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2. Pegolahan Pengolahan Data
Data yang telah dikumpulkan diolah untuk dirumuskan
nomenklatur jabatannya dan disusun uraian jabatannya.
Pengolahan data diarahkan untuk kepentingan penyusunan
peta jabatan, penyusunan uraian jabatan, penyusunan
formasi pegawai dan kelembagaan dan manajemen
kepegawaian
Dengan demikian dapat menghasilkan:
a. Rumusan nomenklatur jabatan;

b. uraian jabatan

ol

spesifikasi jabatan/syarat jabatan

peta jabatan

e. laporan hasil analisis jabatan yang memuat antara lain

rekomendasi berupa sasaran penyempurnaan kelembagaan,

penempatan pegawai dan hal lain yang khususnya
berhubungan dengan kelembagaan dan kepegawaian.
selanjutnya dijadikan RUMUSAN NOMENKLATUR JABATAN
dan URAIAN TUGAS JABATAN, dan diperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

a. Data tugas yang telah dikumpulkan dari lapangan di
kelompokan. Setiap kelompok tugas berisi tugas yang
sejenisnya dan mempunyai kaitan proses untuk
menghasilkan keluaran f(output);

b. Tugas yang telah dikelompokkan dirumuskan
nomenklaturnya menjadi nomenklatur jabatan yang
kemudian diberi nama jabatan;

c. Setiap nama jabatan yang dibuat harus memenuhi

kriteria-kriteria jabatan sebagai berikut:

1) Jumlah uraian tugas untuk setiap jabatan haruslah
wajar, kaitan proses yang jelas, serasi, dan menyerap
waktu kerja penuh, yakni 8 (delapan) jam sehari.
Namun harus diperhatikan bahwa jumlah uraian
tugas untuk setiap jabatan hendaknya mengandung
volume kerja yang cukup untuk 1 (satu) orang

pegawai;

3. Verifikasi Hasil Analisis Data

Verifikasi adalah pengujian kembali hasil olahan data, untuk
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memastikan kelengkapan, kebenaran, dan kesesuian dengan
realitas pekeraan di unit organisasi yang dianalisis.
Pelaksanaan verifikasi tersebut adalah mengirimkan hasil
olahan data yang beripa rumusan nomenklatur jabatan dan
uraian tugas kepada pimpinan unit untuk klarifikasi, koreksi
dan memperoleh masukan penyempurnaan. Untuk menjaga
obyektivitas dan kualitas hasil analisis jabatan, proses
verifikasi dapat melibatkan pihak eksternal Kementerian

Hukum dan HAM yang kompeten.

Penyempurnaan Hasil Verifikasi Analisis Jabatan

Penyempurnaan adalah perbaikan hasil verifikasi analisis
jabatan berdasarkan masukan yang diperoleh dari unit yang
dianalisis, masukan unit biasanya diperoleh dalam verifikasi.
Penyempurnaan ini sckaligus sebagai editing hasil verifikasi

analisis jabatan

G Penetapan Hasil

1.

Presentasi Hasil

Setelah analisis jabatan memperoleh hasil, maka hasil
tersebut dipresentasikan kepada para pimpinan, termasuk
pimpinan tertinggi. Hasilnya adalah uraian jabatan, peta
jabatan, spesifikasi jabatan dan rekomendasi atas temuan
lapangan.Presentasi kepada pimpinan unit tujuannya untuk
diketahui, dan memperoleh masukan tindak lanjut serta
memperoleh persetujuan pengesahannya.

Pengesahan Hasil

Hasil analisis jabatan yang telah dipresentasikan segera
diusahakan pengesahannya dengan penerbitan surat

keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Tertinggi.

D. Pemutakhiran Hasil

Hasil analisis jabatan yang telah ditetapkan wajib dimutakhirkan

paling lama 2 (dua) tahun dan/atau terjadi perubahan dalam

struktur organisasi dan tata laksana serta tugas-tugas jabatan

Aparatur Sipil Negara di lingkungan kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia.



15 2016, N0.1912

BAB IV
FORMAT HASIL

Uraian Jabatan

Setiap jabatan berisi berbagai aspek dan karekteristik yang terkandung

dalam jabatan. Uraian jabatan tersebut berisi antara lain:

1. Nama Jabatan
Adalah merupakan indentifikasi dari pemangku jabatan. Bagi
jabatan struktural nama jabatan sesuai dengan yang tercantum
dalam struktur organisasi dan tata kerja unit yang bersangkutan,
sedangkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

2. Kode Jabatan
merupakan kode yang dibuat untuk memudahkan
pengadministrasian jabatan,;

3. Unit Organisasi/Kerja
mencerminkan tempat atau letak keberadaan suatu jabatan,;

4.  Keduduksan Dalam Struktur
Menggambarkan kedudukan atau posisi jabatan sesuai dengan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

5. Ikhtisar Jabatan
merupakan cerminan uraian jabatan dalam bentuk ringkas

6. Uraian Tugas
tugas jabatan adalah gambaran mengenai sekumpulan kegiatan
yang harus dilakukan oleh pemangku jabatan untuk memproses
bahan kerja menjadi hasil kerja yang disusun secara berurutan.
Dengan adanya uraian tugas akan mempermudahkan setiap
pegawai dalam menyelesaikan tugasnya.

7. Bahan Kerja
merupakan masukan atau sesuatu yang diolah atau sesuatu yang
diproses dalam melaksanakan tugas-tugas jabatan untuk
memperoleh hasil kerja.

8. Perangkat/Alat Kerja
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sarana/peralatan yang dipegunakan untuk menunjang dalam
melaksanakan tugas menjadi hasil kerja seperti alat tulis,
komputer, dan sebagainya.

Hasil Kerja

merupakan produk atau keluaran (output) dari pelaksanaan setiap
tugas jabatan.

Fungsi Kerja

adalah hubungan Pegawai dengan data, orang dan benda.

FUNGSI TERHADAP FUNGSI FUNGSI TERHADAP
DATA TERHADAP ORANG BENDA
Memasang
DO Memadukan 00 Menasehati BO
(instansi)
Mengerjakan
D1 Mengkoordinasikan O1 Berunding B1
presisi
Mengontrol
D2 Menganalisa 02 Mengajar B2
mesin
Menjalankan
D3 Menyusun 03 Menyelia B3
mesin
D4 Menghitung 04 Menghibur B4 Mengerjakan
dengan
perkakas
D5 Membandingkan/ 05 Mempengaruhi B5 Melayani mesin
mencocokan
D6 Menyalin 06 Berbicara B6 Memasukkan/
(informasi) Mengeluarkan
barang ke/dari
mesin
07 Melayani B7 Memegang
Menerima
08
Instruksi
Tanggung Jawab

Kewajiban yang melekat pada jabatan untuk menyelesaikan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan
tepat pada waktunya serta berani menangung resiko serta
bertanggung jawab terhadap bahan kerja yang diolah.

Wewenang



13.

14.

15.

16.
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wewenang merupakan hak dan kekuasaan pemegang jabatan untuk
memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam
melaksanakan tugas dan mempunyai peranan sebagai penyeimbang
terhadap tanggung jawab untuk mendukung berhasilnya
pelaksanaan tugas.

Kolerasi Jabatan

hubungan kerja yang dilakukan antara jabatan terkait dengan
jabatan lain dalam konteks pelaksanaan tugas

Kondisi Lingkungan Kerja

Keadaan tempat bekerja yang merupakan konsekuensi keberadaan
pemegang jabatan dalam melaksanakan tugas jabatan

Resiko Bahaya

resiko atas bahaya yang mungkin timbul dan menimpa pegawai
sewaktu melakukan tugas jabatannya. Kemungkinan resiko bahaya

bisa bersifat fisik atau mental.

Syarat Jabatan
Syarat jabatan merupakan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh
Pegawai untuk dapat melakukan pekerjaan atau pemangku
jabatan.
Syarat jabatan terdiri dari:
a. Pangkat/Golongan Ruang:
merupakan persyaratan untuk menduduki suatu jabatan,
contohnya: operator komputer (Pengatur, II/c)
b. Pendidikan
Penidikan minimal yang dipersyaratkan untuk menduduki
suatu jabatan.
contoh: pendidikan pada operator komputer (SLTA)
c. Kursus/Diklat
Pendidikan  dan pelatihan  yang  dibutuhkan untuk
meningkatkan kemapuan manajerial dan non manajerial seperti
kemampuan di bidang manajerial, teknis tertentu dan
pengetahuan lainnya sesuai dengan syarat pekerjaan dengan
memperhatikan fungsi pekerjaannya.
Contoh : Pelatihan pada operator komputer :
- Penjenjangan : -

- teknis : Komputer

2016, No.1912
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d. Pengalaman Kerja
merupakan pengembangan pengetahuan, keterampilan kerja,
sikap mental, kebiasaan mental dan fisik yang tidak diperoleh
dari pelatihan tetapi diperoleh dari masa kerja sebelumnya
dalam kurun waktu tertentu.
contoh : Kasubbag Kelembagaan 2 tahun di bidang organisasi

dan kelembagaan.

e. Upaya Jasmani/Fisik
upaya fisik merupakan penggunaan organ fisik meliputi seluruh
bagian anggota tubuh dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Jenis Upaya Jasmani/fisik sebagai berikut :

KODE ARTI
Berdiri : Berada di suatu tempat dalam posisi

tegak ditempat tanpa pindah ke tempat

lain
Berjalan : Bergerak dengan jalan kaki
Duduk : Berada dalam suatu tempat dalam

posisi duduk biasa

Mengangkat : Menaikkan atau menurunkan benda di
satu tingkat ke tingkat lain (termasuk
menarik ke atas)

Membawa : Memindahkan benda, umumnya
dengan menggunakan tangan, lengan
atau bahu

Mendorong : Menggunakan tenaga untuk
memindahkan benda menjauhi badan

Menarik : Menggunakan tenaga untuk
memindahkan suatu benda ke arah
badan (termasuk menyentak atau
merenggut)

Memanjat : Naik atau turun tangga, tiang, lorong
dan lain-lain dengan menggunakan

kaki, tangan, dan kaki

Menyimpan : Agar tidak jatuh badan waktu berjalan,
imbangan/ mengatur berdiri, membungkuk, atau berlari di
imbangan atas tempat yang agak sempit, licin dan

tinggi tanpa alat pegangan, atau

mengatur imbang-an pada waktu



Menunduk

Berlutut

Membungkuk

Merangkak

Menjangkau

Memegang

Bekerja dengan jari

Meraba

Berbicara

Mendengar

Melihat

Ketajaman jarak jauh

Ketajaman jarak

dekat

Pengamatan secara

mendalam

-19-

melakukan olah raga senam
Melengkungkan tubuh dengan cara
melekukkan tulang punggung dan kaki
Melengkungkan paha kaki pada lutut
dan berdiam di suatu tempat dengan
tubuh diatas lutut

Melengkungkan tubuh dengan cara

meleng-kungkan tulang punggung
sampai kira-kira sejajar dengan
pinggang

Bergerak dengan menggunakan tangan
dan lutut atau kaki dan tangan
Mengulurkan tangan dan lengan ke
jurusan tertentu

Dengan satu atau dua tangan
mengukur, menggenggam, memutar
dan lain sebagainya

Memungut, menjepit, menekan dan
lain sebagainya dengan menggunakan
jari (berbeda dengan “memegang” yang
terutama menggunakan seluruh bagian
tangan)

Menyentuh dengan jari atau telapak
tangan untuk mengetahui sifat-sifat

benda seperti, suhu, bentuk

Menyatakan atau bertukar pikiran

secara lisan agar dapat dipahami

Menggunakan telinga untuk
mengetahui adanya suara
Usaha mengetahui dengan

menggunakan mata

Kejelasan penglihatan dalam jarak lebih
dari 5 meter

Kejelasan penglihatan kejelasan dalam
jarak kurang dari 5 meter

Penglihatan dalam 3 dimensi, untuk
menetapkan hubungan antara jarak,

ruang serta cara melihat benda dimana

2016, No.1912
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Penyesuaian lensa

mata

Melihat berbagai
warna

Luas

e. Bakat Kerja

-20-

benda tersebut berada dan
sebagaimana adanya

Penyesuaian lensa mata untuk melihat
suatu benda yang sangat penting bila
melaksanakan pekerjaan yang perlu
dengan melihat benda-benda dalam
jarak dan arah yang berbeda
Membedakan warna yang terdapat
dalam pekerjaan

Melihat suatu daerah pandang, ke atas
dan ke bawah pandang atau ke kanan
atau ke kiri sedang mata tetap berada

di titik tertentu

merupakan kapasitas khusus atau kemampuan potensial yang

disyaratkan bagi

sescorang untuk dapat mempelajari,

memahami beberapa tugas atau pekerjaan.

Jenis Bakat Kerja sebagai berikut :

KODE

G : Intelegensi

V : Bakat Verbal

N : Bakat Numerik

ARTI
Kemampuan belajar secara
umum
Kemampuan untuk memahami
arti kata-kata dan
penggunaannya secara tepat dan
efektif
Kemampuan untuk melakkan
operasi arithmatik secara tepat

dan akurat

S : Bakat Pandang Ruang Kemampuan  berpikir secara

P : Penerapan Bentuk

visual mengenai bentuk-bentuk
geometris, untuk memahami
gambar-gambar dari benda-
benda tiga dimensi

Kemampuan menyerap perincian-
perincian yang berkaitan dalam
objek atau dalam gambar atau

dalam bahan grafik
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Q : Bakat Ketelitian Kemampuan menyerap perincian
yang berkaitan dalam
bahanverbal atau dalam tabel
K : Koordinasi Motorik Kemampuan untuk
mengkoordinir mata dan tangan
sccara tepat dan cermat dalam
membuat gerakan yang cepat
Kecekatan Jari Kemampuan menggerakan jari-
jemari dengan mudah dan perlu
ketrampilan
Koordinasi Mata,tangan, Kemampuan menggerakan
Kaki tangan dan kaki secara
koordinatif satu sama lain sesuai
dengan rngsangan penglihatan
C : Membedakan warna Kemampuan memadukan atau
membedakan berbagai warna
yang asli yang gemerlapan
M : Kecekatan Tangan Kemampuan menggerakan
tangan dengan mudah dan penuh

keterampilan

Temperamen
merupakan syarat kemampuan penyesuaian diri yang harus

dipenuhi sesuai dengan sifat Pekerjaan.

Jenis Temperamen Kerja sebagai berikut:

KODE PENJELASAAN

D : Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung
jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan
atau merencanakan

F : Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan
yvang mengandung penafsiran perasaan (Feeling),
Gagasan (Idea), atau fakta (Facf) dari sudut
pandangan pribadi

I : Kemampuan menyesuaikan diri untuk pekerjaan-
pekerjaan mempengaruhi orang laing terkait

pendapat, sikap atau pertimbangan mengenai
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g. Minat Kerja

merupakan
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gagasan

Kemampuan menyesuaikan diri pada kegiatan
pembuatan kesimpulan, penilaian atau pembuatan
keputusan berdasarkan kriteria rangsangan indera
atau pertimbangan pribadi

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan
pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan
atau pembuatan keputusan berdasar kriteria yang
dapat diukur atau diuji

Kemampuan menyesuaikan diri dalam berhubungan
dengan orang lain lebih dari hanya penerimaan dan
pemberian instruksi

Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan
yang berulang atau secara  terus-menerus
melakukan kegiatan yang sama sesuai dengan
perangkat prosedur, urutan atau kecepatan tertentu
Kemampuan menyesuaikan diri untuk bekerja
dengan  ketegangan jiwa tanpa  kehilangan
ketenangan walaupun jika berhadapan dengan
keadaan darurat kritis, tidak biasa atau bahaya
Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang
menghendaki pencapaian dengan tepat menurut
batas-batas/indikator/kriteria, toleransi atau
standar-standar tertentu

Kemampuan menyesuaikan diri untuk
melaksanakan berbagai tugas yang sering berganti
dari tugas yang satu ke tugas yang lainnya, yang
berbeda sifatnya tanpa kehilangan efisiensi atau

ketenangan diri

kecenderungan memiliki kemauan, keinginan dan

kemampuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki.

Jenis Minat

Kerja BIPOLER :
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KODE DESKRIPSI KODE DESKRIPSI
l.a  Pilihan melakukan 1.b Pilihan melakukan
kegiatan-kegiatan  yang kegiatan yang
berhubungan dengan berhubungan
benda dan obyek dengan komunikasi
data
2.a  Pilihan melakukan 2.b Pilihan melakukan
kegiatan yang kegiatan yang
berhubungan dengan bersifat ilmiah dan
orang dalam niaga teknik
3.a  Pilihan melakukan  3.b Pilihan melakukan
kegiatan-kegiatan rutin, kegiatan vang
konkrit & teratur bersifat abstrak dan
kreatif
4.a  Pilihan melakukan 4.b Pilihan melakukan
kegiatan yang dianggap kegiatan vang
baik bagi orang lain berhubungan
dengan proses,
mesin dan teknik
5.a  Pilihan melakukan  5.b Pilihan melakukan
kegiatan yang kegiatan yang
menghasilkan prestise menghasilkan

atau penghargaan dari

pihak lain

kepuasan nyata dan

produktif

17. Butir Informasi Lain
Pada bagian ini dituangkan atau dicantumkan hal-hal terkait
lainnya yang belum terakomodir pada bagian sebelumnya yang
memiliki kontribusi penting dalam pelaksanaan tugas jabatan yang

dianalisis.
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CONTOH FORMAT ANALISIS JABATAN

ANALISIS JABATAN
SEKRETARIAT JENDERAL

1. NAMA JABATAN
2. KODE JABATAN -
3. UNIT ORGANISASI :
a. Eselon I
b. Eselon I1
c. Eselon I1I
d. Eselon IV -
4. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR

5. IKHTISAR JABATAN
6. URAIAN TUGAS
RS SRR
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
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9. HASIL KERJA
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10. FUNGSI KERJA
11. TANGGUNG JAWAB



12.

11.7
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WEWENANG

12.1
12.2
12.3
12:4
12.5
12.6
12.7
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13.

14.

15.
16.
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KORELASI JABATAN
14.1. Jabatan
Unit Organisasi
Dalam Hal
14.2. Jabatan
Unit Organisasi
Dalam Hal
14.3. Jabatan
Unit Organisasi
Dalam Hal
14.4. Jabatan
Unit Organisasi
Dalam Hal
14.5. Jabatan
Unit Organisasi
Dalam Hal
14.6. Jabatan
Unit Organssasi
Dalam Hal
KONDISI LINGKUNGAN KERJA :
Didalam ruangan ...... diluar
kerjadalamruangan

a. Suhu

b. Kebisingan

c. Penerangan/cahaya
d. Udara/ventilasi
RESIKO BAHAYA
SYARAT JABATAN

17.1 Pangkat/Golongan Ruang

17.2 Pendidikan
17.3 Kursus/Diklat
a. Penjenjangan
b. Teknik
17.4 Pengalaman Kerja
17.5  Upaya Jasmani
17.6 Bakat Yang Perlu Dimiliki
1.7

..... Keterangan

Temperamen Kerja Yang Perlu Dimiliki

tempat
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17.8 Minat Kerja Yang Perlu Dimiliki

17. BUTIR INFORMASI LAIN
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BAB V
PENUTUP

Analisis jabatan sangat penting dilakukan sebelum dilakukan
penempatan seseorang dalam suatu jabatan dalam rangka penerapan prinsip
“the right man on the right position”, sehingga dapat menghasilkan kinerja
jabatan vang optimal, berkualitas, dan profesional.

Analisis Jabatan merupakan proses dan tata cara untuk memperoleh
data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk
penyusunan peta jabatan dan uraian jabatan. Melalui Pedoman Analisis
Jabatan diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan analisis jabatan
yvang dilakukan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Dengan demikian, pelaksanaan analisis jabatan dapat dilaksanakan secara
lebih efektif dan efeisien, kesamaan pengertian, bahasa dan penafsiran serta
sesuai dengan ketentuan.

Diharapkan dengan adanya pedoman ini, maka setiap unit kerja di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM wajib melaksanakan analisis
jabatan, dan dapat disempurnakan atau di evaluasi sesuai dengan

perkembangan atau kebutuhan organisasi.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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Contoh 1:INFORMASI JABATAN
1. NAMA JABATAN :Kepala Bagian Tatalaksana

2. KODE JABATAN :-

3. Unit Organisasi

ESELON I :Sekretariat Jenderal
ESELON II :Biro Perencanaan
ESELON III :Bagian Tatalaksana
ESELON 1V

4. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI:

Sekretaris
Jenderal

Kepala Biro
Perencanaan

Kepala Bagian
Program dan
Anggaran

Kepala Bagian
Tatalaksana

Kepala Bagian
Kelembagaan

Kepala Bagian
Reformasi
Birokrasi

Kepala Bagian
Pemantauan, Analisis
dan Pelaporan

5. TKHTISAR JABATAN
Memimpin dan melaksanakan penyusunan standarsarana kerja, sistem
dan prosedur administrasi, analisis jabatan, dan
evaluasiketatalaksanaan serta urusan tata usaha dan rumah tangga
BiroPerencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar tugas

berjalan efektif dan efisien.

6. URAIAN TUGAS
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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Menyusun rencana operasional di lingkungan Bagian Tatalaksanan

berdasarkan program kerja Kemenkum HAM serta petunjuk

pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

Tahapan :

6.1.1. Menelaah program kerja unit eselon II;

6.1.2. Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

6.1.3. Merencanakan alokasi sumber daya yvang dibutuhkan dalam
pelaksanaan program kerja;

6.1.4. Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan
operasional dalam pelaksanaan program kerja

Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bagian

Tatalaksana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang

ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan

efisien;

Tahapan :

6.2.1.Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan
yang harus dilaksanakan;

6.2.2. Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan
tanggung jawab bawahan;

6.2.3. Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di

lingkungan Bagian Tatalaksana sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam

pelaksanaan tugas;

Tahapan :

6.3.1. Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;

6.3.2.Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan
pelaksanaan tugas unit;

6.3.3. Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas
berdasarkan acuan/pedoman tugas kepada bawahan.

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian

Tatalaksana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur

yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

Tahapan :

6.4.1. Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;

6.4.2. Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;

6.4.3. Mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja
sesuai dengan standar yang telah ditentukan;

6.4.4. Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
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6.5. Menyusunan  standardisasi sarana kerja dan penyiapan
pengukuranefisiensi dan efektivitas kerja
Tahapan :

6.5.1. Menentukan jadwal;;

6.5.2. Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan,;
6.5.3. Menganalisis permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
6.5.4. Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.

6.6. Menyusun sistem dan prosedur administrasi, metoda kerja dan
koordinasi penyiapan naskah  rancangan peraturan di
lingkungankementerian Hukum dan HAM
Tahapan :
6.6.1.Menginventarisir peraturan yang berlaku
6.6.2. memeriksa berkasperaturan perundang-undangan;

6.6.3. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi peraturan
perundang-undangan;

6.7. Mengevaluasi ketatalaksanaan dan penyusunan analisa jabatan
Tahapan :
6.7.1.Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait

dengan penyusunan uraian jabatan dan ketatalaksanaan;
6.7.2.Menganalisis dan mengelompokkan bahan dan data yang
diperlukan dalam penyusunan konsep uraian jabatan dan
ketatalaksanaan;
6.7.3. Mengkoordinasikan penyusunan konsep uraian jabatan dan
ketatalaksanaan,
Menyampaikan konsep uraian jabatan kepada Kepala Biro;
6.7.4.Membahas konsep uraian jabatan bersama dengan Kepala
Bagian, Kepala Biro Perencanaan serta narasumber terkait;
6.7.5.Memperbaiki konsep uraian jabatan sesuai dengan hasil
pembahasan dan menyampaikan kepada Kepala Biro.
6.7.6.Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro
Perencanaan
6.7.7.Menginventaris data serta kebutuhan tata usaha dan rumah
tangga Biro
6.7.8. Membuat laporan inventaris

6.8. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bagian
Tatalaksana dengan cara membandingkan antara rencana
operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai
bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan

datang;
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Tahapan :

6.8.1. Menentukan jadwal evaluasi berkala;

6.8.2. Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan,;

6.8.3. Menganalisis permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
6.8.4. Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.

Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Tatalaksana sesuai
dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai
bentuk akuntabilitas kinerja ;

Tahapan :

6.9.1. Menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

6.9.2. Mereview konsep laporan;

6.9.3. Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;

6.9.4. Memfinalisasi laporan.

6.10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

sesuai dengan tugas jabatan.
Tahapan :
6.10.1. Mempelajari penugasan yvang diberikan pimpinan;

6.10.2. Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
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6.10.3. Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang
ada;

6.10.4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

7. BAHAN KERJA
7.1  Program Unit Eselon 11
7.2  Beban Kerja Unit
7.3 SOTK dan Rencana Operasional
7.4 SOTK dan Rencana Operasional
7.5 Data, informasi, laporan, permasalahan ataupun usulan yang
berkenaan dengan prosedur dan metode kerja
7.6  Bahan, data, rancangan pengembangan kinerja organisasi
7.7  Analisis dan evaluasi jabatan
7.8 Data Inventaris
7.9 Laporan Kegiatan Bawahan
7.10 Laporan Hasil Kegiatan

7.11 Instruksi Pimpinan

8. PERANGKAT/ALAT KERJA
8.1 SOP dan Petunjuk Teknis
8.2 SOTK (Tupoksi)
8.3 Kerangka Acuan Kerja
8.4 Kerangka Acuan Kerja
8.5 SOP dan Juknis
8.6 SOP dan Juknis
8.7 Peraturan yang berlaku
8.8 SOP dan Juknis
8.9 Rencana Operasional Bagian/Bidang
8.10 SOP dan Petunjuk Teknis

8.11 Peraturan terkait dan Arahan Pimpinan

9, HASIL KERJA
9.1 Rencana Operasional Bagian/Bidang/Subdit
9.2 Jadwal dan Pembagian Tugas
9.3 Notulensi Arahan Pelaksanaan Tugas
9.4 Catatan Permasalahan dan Koreksi Hasil Kerja
9.5 Standar Sarana Kerja
9.6 Prosedur administrasi dan metoda kerja

9.7 Laporan Evaluasi
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9.8 Laporan Kegiatan
9.9 Hasil Evaluasi Kegiatan
9.10 Laporan Kegiatan

9.11 Laporan Tugas Kedinasan Lain

10. FUNGSI KERJA: D = D1; O = 00, O1, 05, 06,
08
11. TANGGUNG JAWAB

11.1. Kebenaran konsep dan paraf surat, laporan

11.2. Kebenaran usul prosedur dan metode kerja Setjen berupa SOP

11.3. Kebenaran usul bahan dan data monitoring prosedur dan metode
kerja

11.4. Kebenaran usul rancangan revisi SOP

11.5. Kebenaran usul rancangan perumusan KPI

11.6. Kebenaran usul rancangan laporan capaian KPI

11.7. Kebenaran data/informasi yang diberikan

12. WEWENANG

12.1. Mengajukan usul, saran dan pendapat kepada Kepala Bagian
Perencanaan

12.2. Memaraf konsep laporan surat dan laporan

12.3. Mengajukan usul rancangan prosedur dan metode kerja Setjen

12.4. Mengajukan usul legal drafting produk hukum

12.5. Mengajukan usul bahan pendampingan hukum

12.6. Mengajukan usul publikasi dan sosialisai peraturan perundang-
undangan

12.7. Mengajukan usul metode monitoring prosedur dan metode kerja

12.8. Mengajukan usul rancangan revisi SOP

12.9. Mengajukan usul rancangan perumusan KPI

12.10. Meminta data dalam rangka penataan organisasi

12.11. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan uraian
jabatan

12.12. Meminta data/informasi dalam rangka analisis dan evaluasi
jabatan

12.13. Meminta data/informasi dalam rangka penyusunan peta
jabatan

12.14. Meminta data/informasi dalam rangka analisis beban kerja



13.
14.1.

14.2.

14.3.

14.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
15.8.

15.9.

15.

16.

16.1. Pangkat/Golongan Ruang

16.2.
16.3.

16.4. Pengalaman Kerja

Jabatan

Unit Organisasi
Dalam hal
Jabatan

Unit Organisasi
Dalam hal
Jabatan

Unit Organisasi

Dalam hal

Tempat kerja
Suhu
Udara

Keadaan ruangan

Letak
Penerangan
Suara
Keadaan
kerja
Getaran

Pendidikan
Kursus/Diklat
a. Penjenjangan

b. Teknis

tempat

RESIKO BAHAYA

-37-

KORELASI JABATAN

: Kepala Biro Perencanaan

: Sekretariat Jenderal

: Memberi petunjuk / disposisi

: Seluruh Kepala Bagian

: Kementerian Hukum dan HAM

: Koordinasi dan sinkronisasi tugas
: Seluruh Kepala Subbagian

: Bagian Tata Laksana

: Koordinasi dan sinkronisasi tugas

KONDISI LINGKUNGAN KERJA

Di dalam ruangan
Suhu kamar normal
Sirkulasi baik

Luas

Rata

Cukup

Tidak berisik

Bekerja dengan berkas kertas

Tidak ada

Tidak Ada

SYARAT JABATAN :

: Pembina, IV/a
: Sarjana Strata 1 (S-1)

: Diklat PIM Tk. III
: 1) Administrasi Perkantoran.
2) Organisasi dan Tata Kerja.
3) Standar Operasional dan Prosedur.
4) Analisis Jabatan.
5) Audit Organisasi.
6) Monitoring dan Evaluasi.

: -/+ 4 tahun di bidang ketatalaksanaan

2016, No.1912
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16.5. Upaya Jasmani : Berdiri, Berjalan, Duduk, Berbicara,
Mendengar, Pengamatan secara mendalam

16.6. Bakat Kerja : 1) G: Intelegensi
2)V: Verbal
3) P: Penerapan Bentuk
4) Q : Keteliian

16.7. Temperamen

1) D: Kemampuan menyesuaikan diri
menerima tanggung jawab untuk
kegiatan memimpin, mengendalikan
atau merencanakan.

2) F: Kemampuan menyesuaikan diri
dengan kegiatan yang mengandung
penafsiran  perasaan, gagasan atau
fakta dari sudut pandangan pribadi.

3)T: Kemampuan menyesuaikan diri
dengan situasi yang menghendaki
pencapaian dengan tepat menurut
perangkat  batas, toleransi atau
standar-standar tertentu.

4 R (REPCON) : Repetitive and Verifiable
Criteria)

5) V (Variety and Changing Conditions)

6) P (Dealing with People)

16.8. Minat Kerja ;1) I Investigatif
2)R: Realistik
3)A: Artistik
4) 1.a : melakukan kegiatan yang

berhubungan dengan benda dan obyek
5) 3a: melakukan kegiatan rutin,

kongkrot dan teratur

17. BUTIR INFORMASI LAIN:
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Mengetahui Atasan Yang Membuat

langsung

NIP. NIP.



2016, No.1912

-40-
Contoh 2 :
1. NAMA :  Kepala Subbagian Analisis Tata Laksana
JABATAN
2. KODE so-
JABATAN
3. UNIT KERJA
ESELON I :  Sekretaris Jenderal
ESELON II :  Kepala Biro Perencanaan
ESELON III . Kepala Bagian Tata Laksana
ESELON IV :  Sub Bagian Analisis Tata Laksana

4. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI :

Kepala Biro
Perencanaan

Kepala Bagian
Tatalaksana

[ ] E=====ﬁ 1

Kepala Subbag
Standarisasi Sarana
Kerja

Kepala Subbag Sistem, Kepala Subbag Kepala Subbag
Prosedur, dan Metoda Analisis Tata Laksana TU Biro

5. IKTISAR JABATAN :
Memimpin dan melaksanakan penyiapanbahan evaluasi ketatalaksanaan
dan penyusunan analisa jabatansesuai dengan prosedur dan peraturan

yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
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6. URAIAN TUGAS

6.1 Membuat rencana kegiatan Subbag Analisis Tatalaksana sesuai
dengan rencana operasional Biro Organisasidan petunjuk
pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

Tahapan :

6.1.1. Mempelajari rencana kerja dan program Biro Perencanaan
6.1.2.Menyusun konsep rencana operasional Subbag Analisis
Tatalaksana

6.1.3.Menetapkan rencana kerja Sub Bagian Tata Laksana

6.2 Membagi tugas penyusunan tugas Pokok dan Fungsi , prosedur
kerja manual, pelayanan minimal, pelayanan prima, rancangan
peraturan Menteri kepada bawahan sesuai uraian tugas masing-
masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Tahapan :

6.2.1.Mencermati rencana dan program kerja, surat, dokumen,
berkas yang diterima

6.2.2.Memilah surat, dokumen, berkas berdasarkan tugas
pokok dan fungsi bawahan

6.2.3.Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan

fungsi masing-masing

6.3 Membimbing bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas
penyusunan tugas Pokok dan Fungsi , prosedur kerja manual,
pelayanan minimal, pelayanan prima, rancangan peraturan
Menterisesuai permasalahan yang timbul untuk mencapai
profesionalisme.

Tahapan :
6.3.1. Mempelajari SOP yang ada dan mencermati arahan
pimpinan
6.3.2. Mempelajari permasalahan yang dihadapi bawahan
6.3.3. Mengadakan pertemuan secara berkala
6.3.4. Memberi bimbingan kepada bawahan untuk penyelesaian

permasalahan
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6.4

6.5.

6.6

6.7

-42-

Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkunganSubbag Analisis
Tatalaksana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku
agar terhindar dari kesalahan.

Tahapan :

6.4.1. Menerima hasil kerja bawahan berkaitan dengan tugas
penyusunan tugas Pokok dan Fungsi , prosedur kerja
manual, pelayanan minimal, pelayanan prima, rancangan
peraturan Menteri

6.4.2. Memeriksa  hasil kerja  bawahan dengan  cara

membandingkan antara rencana dengan hasil kerja

Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkunganSubbag

Analisis Tatalaksana untuk mencapai target kinerja yang

diharapkan.

Tahapan :

6.5.1. Menetapkan target kerja

6.5.2. Menanyakan permasalahan yang dihadapi bawahan.

6.5.3. Mendiskusikan masalah yang dihadapi bawahan dan
memberikan solusi

6.5.4. Memberikan arahan kepada bawahan untuk pencapaian

target kerja

Melakukan tugas-tugas penyusunan tugas Pokok dan Fungsi ,

prosedur kerja manual, pelayanan minimal, pelayanan prima,

rancangan peraturan Menteris sesuai standar operasional dan
prosedur guna kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Sub

Bagian Tata Laksana.

Tahapan :

6.6.1. Menghimpun peraturan/pedoman pelaksanaan dalam
menyusun Tupoksi , prosedur kerja manual, pelayanan
prima dan rancangan peraturan Menteri

6.6.2. Menyelenggarakan kegiatan menyusun Tupoksi , prosedur
kerja manual, pelayanan prima dan rancangan peraturan
Menteri

6.6.3. Mengendalikan kegiatan menyusun Tupoksi, prosedur
kerja manual, pelayanan prima dan rancangan Peraturan

Menteri

Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian
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6.9
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Analisis Tatalaksana dengan cara membandingkan antara
rencana dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan
laporan kegiatan dan rencana yang akan datang.

Tahapan :

6.7.1. Menganalisis laporan dari bawahan berkaitan dengan
tugas-tugas penyusunan tugas Pokok dan Fungsi ,
prosedur kerja manual, pelayanan minimal, pelayanan
prima, rancangan Peraturan Menteri

6.7.2. Mengklasifikasi kegiatan yang sudah dan yang belum
dilaksanakan

6.7.3. Membandingkan program /kegiatan yang sudah

dilaksanakan dengan target pencapaiannya.

6.7.4. Menghitung jumlah serapan penggunaan anggaran

Membuat laporan pelaksanaan tugas Subbag Analisis
Tatalaksana sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku.
Tahapan :

6.8.1. Menerima laporan hasil kerja bawahan

6.8.2. Menyusun kesimpulan/laporan Sub Bagian Tata Laksana

6.8.3. Melaporkan kepada pimpinan atas pelaksanaan tugas

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan
sesuai dengan tugas jabatan
Tahapan :

6.9.1. Menerima perintah/disposisi pimpinan

6.9.2. Melaksanakan perintah/disposisi pimpinan

6.9.3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain

BAHAN KERJA

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Rencana Operasional Biro Perencanaan dan petunjuk pimpinan
Program Kerja, surat - dokumen

Peraturan Perundang-undangan dibidang BMN

Surat Edaran

Surat masuk

DIPA

RKAKL

Tata Naskah Dinas

2016, No.1912
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8. PERANGKAT / ALAT KERJA

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

Alat Pengolah Data (komputer/Laptop dan Printer)
ATK

Map

SOTK ( Struktur Organisasi Tingkat Kementerian )
SOP ( Sistem Operasional Prosedur )

Buku Peraturan Perundang Undangan

Meja dan Kursi yang memadai

Kendaraan

Telepon

8.10 Internet

8.11 Filling Cabinet

9. HASIL KERJA

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

Dokumen Rencana Kerja Sub Bagian Analisis Tata Laksana
Kelancaran Pelaksanaan Tugas

Laporan Evaluasi

Pegawai yang berkinerja baik

Laporan akuntabilitas

Pelaksanaan Tugas

10. FUNGSIKERJA:D =D1; O = 00, O1, 05, O8;

11. TANGGUNG JAWAB

11.1

11.2
11.3

11.6
11.7
11.8

Kelengkapan, penggunaan dan pemeliharaan peralatan di
lingkungan Subbag Analisis Tatalaksana

Keakuratan rencana kegiatan Subbag Analisis Tatalaksana
Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas penyusunan tugas Pokok
dan Fungsi, prosedur kerja manual, pelayanan minimal,
pelayanan prima, rancangan peraturan Menteri

Keharmonisan hubungan kerja di lingkungan Subbag Analisis
Tatalaksana

Kebenaran dan keakuratan laporan pelaksanaan tugas di
lingkungan Subbag Analisis Tatalaksana

Terciptanya Pegawai yang berkinerja baik

Pekerjaan terlaksana dengan baik

Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian
Analisis Tatalaksana

Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan tugas tambahan
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12. WEWENANG
12.1 Merencanakan program kerja Sub Bagian Analisis Tatalaksana;
12.2 Mengarahkan/memberi petunjuk pada pegawai di lingkungan Sub
BagianPelaksanaanAnalisis Tatalaksana;
12.3 Mengevaluasi kinerja bawahan Sub Bagian Analisis Tatalaksana

13. KORELASI JABATAN

14.1 Jabatan : Kepala Biro Perencanaan
Unit :  Sekretariat Jenderal
Dalam Hal : Menerima perintah dan arahan
14.2 Jabatan : Para Pejabat Eselon III
Unit : Sekretariat Jenderal
Dalam Hal : Koordinasi dalam bidang pembinaan,

memberi petunjuk

14.3 Jabatan : Para Pejabat Eselon IV
Unit : Sekretariat Jenderal
Dalam Hal : Koordinasi dalam bidang pembinaan,

memberi petunjuk

14.4 Jabatan . Pejabat berwenag
Unit . Instansi Terkait
Dalam Hal . Koordinasi dan konsultasi

14. KONDISI LINGKUNGAN KERJA

15.1. Tempat Kerja :  Baik

15.2. Suhu : Sejuk

15.3. Udara : Sejuk

15.4. Keadaan Ruangan :  Bersih dan Rapi
15.5. Letak :  Baik

15.6. Penerangan :  Baik

13.7. Suara :  Tenang

15.8. Keadaan tempat kerja : Bersih

15.9. Getaran -

15. RESIKO BAHAYA:
16.1 Gangguan psikis (stress)
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16.2
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Gangguan fisik (kelelahan)

16 SYARAT JABATAN :

17.
1
17.
2
17.
3

17.

17.

17.

17. Temperamen Kerja

7

Pangkat / Gol Ruang

Pendidikan

Kursus / Diklat

1) Penjengangan

2) Teknis

Pengalaman Kerja

Upaya Jasmani

Bakat Kerja

Minimal Penata Muda Tk. I ( III/b)

Minimal Sarjana S1

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Tingkat IV

1) Organisasi dan Tata Laksana

2) Analisis Jabatan

3) Standar Operasional dan Prosedur
(SOP)

4) Evaluasi dan Pelaporan

2 Tahun di Bidang Organisasi dan Tata

Laksana

1) Berdiri, jalan, duduk, bekerja dengan
jari

2) Berbicara, mendengar, melihat,
mengamati, menganalisa

1) G (Intelegensia) :
Kemampuanbelajarsecaraumuim;

2) V (Bakat Verbal) :
Kemampuanuntukmemahamiarti
kata-kata
danpenggunaannyasecaratepatdanefe
ktif;

3) N (Numerical Aptitude) : bakat
numerik;

4) Q (Ketelitian) :
Kemampuanmenyerapperincian yang
berkaitandalambahan verbal
ataudalamtabel G (Intelegence)
kemampuan belajar secara umum

1) D (DCP) : Kemampuan menyesuaikan
diri menerima tanggung jawab untuk

kegiatan memimpin, mengendalikan



